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ABSTRACT

This research is done associated with accountibilty of management Allocation of village funds (ADD) at Pakue Tengah District Kolaka Utara Regency. The purpose of this research is to help solve problems found in the management of the Allocation of village funds so that problems about management of Allocation  of village funds can prove and explains the strategic plans and some of the causes that has been planned and determined by government organizational would walk in planning or the first goal of effectively and efficient.
This study was conducted in Lanipa village Pakue Tengah sub-district. The data collected  by direct observation in the villages and with interviews. Analysis techniques the data used the research  is descriptive analysis qualitative with transforming research conducted in the form of tabulation.
The result of this research shows that system accountability the palnning and implementation of have  implemented the principles of transparency and accountability. While accountability of Allocation of village  funds (ADD) both technically and administration is good, but is must follow or given guidance from the subdistric government.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan Alokaasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Tujuan dari penelitian ini  adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga masalah mengenai  pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien.
Penelitian dilakukan di desa Lanipa Kecamatan Pakue Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukkn bahwa sistem akuntablitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa (ADD),  Perencanaan, Pelaksanaaan, Pertanggungjawaban     

PENDAHULUAN
	Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan Pengelolaan Keuangan Desa dimana definisi Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (UU NO. 32 Tahun 2004). Untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Indonesia, maka harus dimulai dari level Pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa. Pembangunan desa didasarkan pada kinerja ketiga instansi yaitu, Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
	Hal itu berarti  Alokasi Dana Desa (ADD) akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan prioritas Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Namun, mengingat Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan akuntabilitas.
	Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk mewujudkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan poin ketiga dari Agenda Pembangunan Nasional dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM 2015-2019 yaitu untuk mewujudkan Nawa Cita dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
	Banyak yang berpendapat, peluncuran program Dana Desa oleh Pemerintah Indonesia memiliki keuntungan dan kerugian. Program Dana Desa merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa agar dapat merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di desanya sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun kewenangan ini juga merupakan sebuah tantangan besar bagi pemerintah desa untuk dapat mengelola Dana Desa dan mempertanggungjawabkannya dengan benar.
	Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah. Meskipun masih banyak hambatan yang dihadapi, namun kebijakan ini dirasakan lebih bermanfaat, lebih transparan dan partisipatif, dan pemanfaatannya lebih demokratis karena berdasarkan rembug desa yang diikuti oleh berbagai elemen warga desa.
	Pemberian dana desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemeintahan desa harus dibertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, seshingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (Oktaresa, 2015: 17).

 Rumusan Masalah:
Bagaimana sistem Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Lanipa Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara ?


TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Akuntabilitas
	Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang di lakukan secara periodik. Menurut Djalil (2014: 63) akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat di pertanggungjawabkan (responbility), yang dapat di pertanyakan (answerbility), yang dapat di persalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat merangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.
	Selanjutnya menutut Adisasmita (2011: 30) akuntabilitas adalah instrument pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability), bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.
	Selain itu penerapan akuntabilitas juga harus menerapkan prinsip transparansi. Transparansi adalah keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya (Riyanto, 2015). Untuk menerapkan prinsip transparansi, pemerintah desa mewajibkan untuk memberikan informasi kepada kepada seluruh masyarakat, pemerintah desa telah berusaha menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Sanjiwani, 2015).
Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) dipengaruhi oleh isi kebijakan dan kompleks implementasinya. Namun didalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik Alokasi Dana Desa (ADD) supaya dipasang papan informasi kegiatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014: 127).

Pengertian Desa
	Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansakerta yaitu deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a country area, smaller, than a twon”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada didaerah Kabupaten.
	Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun didunia ini sebagai suatu komunitas kecil yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya dan yang terutama tergantung pada sector pertanian. 
	Desa menurut Widjaja H.A.W (2011: 3)  dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asl-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Syarat dalam pembentukan sebuah desa, diantaranya sebagai berikut :
1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
2. Jumlah penduduk yaitu :
a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga.
b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga.
c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat.
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Alokasi Dana Desa
	Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam pasal 1 menyatakan bahwa “Alokasi Dan Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%.



METODE PENELITIAN
Teknik Analisis Data
	Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan proses tarnsformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan di interprestasikan. Menurut Indriantoro dan Supomo, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam analisis deskriptif kualitatif, yaitu :
1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizonaliting yang setiap pernyataan yang relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan bersifat repetitif  atau tumpang tindih dihilangkan.
4. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan,selektif dan dipahami.
5. Mereduksi data, memilah, memusatkan dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
6. Perumusan salam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang dilapangan untuk menguji kebenaran dan validitasi makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh di interprestasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.
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HASIL PENELITIAN
Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
	Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (MusDus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 20 tahun 2018). Disisi lain pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang telah diverifikasi.
	Kemudian BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati bersama mengenai rancangan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa dan juga untuk membahas tentang prioritas dan skala prioritas program kerja yang akan dilakukan pada tahun berkenaan sesuai dengan usulan masyarakat pada saat Musdus. Rancangan peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa RKP Desa. Begitulah tahapan perencanaan sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018.


Gambar  Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa


Kepala Desa mengadakan Musdes untuk membahas ADD

Musdes dihadiri oleh BPD,lembaga kemasyarakatan, masyarakat serta tim kecamatan


	
	



Tim pelaksana ADD menyampaikan rencana penggunaan ADD berdasarkan prioritas

Rencana ADD disepakati dalam Musdes dan memjadi dan menjadi salah satu bahan penyusun














1. Kepala Desa selaku penanggungjawab Alokasi Dana Desa (ADD) mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitas Kecamatan.
3. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara keseluruhan kepada peserta musyawarah rancangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada skala prioritas hasil Musrenbangdes tahun sebelumnya.
4. Rancangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Pelaksanaan Pengelolaan  Alokasi Dana Desa (ADD)
	Tahap pelaksanaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM) Desa dan Rencana  Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering di identikkan dengan proses realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan.
	Pada desa Lanipa, Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari lima sampai delapan anggota yang dibawahi langsung oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) atau tim pelaksana desa yang di koordinasi oleh Sekretaris Desa, yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada di lapangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Lanipa sebagai berikut :
“Untuk kegiatan di lapangan, kami membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) nak. Tim Pengelola Kegiatan ini di bawahi langsung oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang dikoordinatori oleh Sekretaris Desa. Tim ini terdiri dari lima sampai delapan anggota yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada di lapangan.” (Sekretaris Desa Lanipa, 30 Juni 2020).
	Kemudian untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
	Tidak berbeda pada desa Lanipa, pemerintah desa Lanipa juga melibatkan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD. Mereka akan memilih beberapa warga yang kurang mampu untuk ditawari sebagai tukang dalam pembangunan fisik program kerja pemerintah desa Lanipa. Pernyataannya adalah sebagai berikut :
“Tenaga kerja itu kita sarankan di utamakan masyarakat lokal dulu. Jadi tujuannya juga pemberdayaan. Kalo memang masyarakat nanti itu ada yang  perlu dibayar kita sarankan masyarakat yang mungkin tidak mampu.” (Kaur Keuangan, 6 Juli 2020).

Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)    
 	Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesterandan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.
	Sementara untuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun. Laporan ini diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan kesepakatan dari Pemerintah Desa dan BPD. Maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pasal  41 Permendagri No. 20 Tahun 2018, disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
	Dari hasil penelitian diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : Tahap Perencanaan, tahap Pelaksanaan dan tahap Pertanggungjawaban program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lanipa telah  menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabel. Hal ini dibuktikan  dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa lanipa. Baik secara teknis maupun administrasi sudah terlaksana sepenuhnya.
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